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Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, maka pada tiap SKPD agar menetapkan Rancangan Rencana Kerja  (Renja) SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan RKPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap telah menyusun Renja SKPD tahun 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi organisasi secara  konsisten untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.
Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Cilacap dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aparat baik struktural maupun non struktural, yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Kepala  Sekretariat BPBD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, para Jabatan Fungsional dan Pelaksana Tugas (Staf). Penyusunan dokumen perencanaan tersebut mengacu pada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan akan dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat  BPBD  Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja instansional dan bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Cilacap.
Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada seluruh aparat BPBD Kabupaten Cilacap yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi positif dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2023.
Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita sekalian, Aamiin.


Cilacap,	Agustus 2022 KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP


Drs. WIJONARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630415 198503 1 022
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1.1. [bookmark: _TOC_250012]Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 27, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap sebagai OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cilacap mempunyai kewajiban menyusun dokumen Renja BPBD. Renja BPBD dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 untuk mendukung pencapaian program, kegiatan dan sasaran pembangunan Kabupaten Cilacap, yang tertuang dalam RKPD, RPD Tahun 2023 - 2026.
Mendasari Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor 050/03961/37 tentang Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Maka OPD melaksanakan tahapan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) Tahun 2023 dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang  sudah  dibahas dalam forum konsultasi publik. Kemudian masing-masing OPD menyelenggarakan Forum SKPD untuk penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD yang kemudian hasil Rancangan Akhir Renja OPD diverifikasi oleh Tim Verifikator Bappeda Kab. Cilacap beserta  lampiran  program dan kegiatan BPBD Kab. Cilacap atas hasil SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang disertai usulan program dan kegiatan dari

 (
- 
10
 
-
) (
Renja
 
BPBD
 
Kabupaten Cilacap
 
Tahun
 
2023
)
para pemangku kepentingan tahun 2023 hasil Musren Kecamatan, yang ditindaklanjuti Forum Antar OPD atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masing-masing OPD dan sinkronisasi antar OPD sebagai antsipasi duplikasi kegiatan antara OPD satu dengan OPD yang lain, ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan atau saran masukan dari OPD barangkali masih perlu perbaikan untuk dituangkan dalam Rancangan RKPD melalui Pembahasan Musrenbang Kabupaten. Yang selanjutnya Penyempurnaan Rancangan Akhir Renja melalui sinkronisasi dan rasionalisasi pagu indikatif melalui verifikasi rancangan RKA Tahun Anggaran 2023 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) BPBD Kab. Cilacap Tahun 2023.

1.2. [bookmark: _TOC_250011]Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah :
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019  tentang  Sistem  Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun  2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka  Panjang  Daerah  Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun  2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
19) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
20) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031

(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
21) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
22) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomeklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28) Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 167 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 42 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Lembaga Lain Kabupaten Cilacap;
31) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 27);
32) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 37);
33) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 64).
1.3. [bookmark: _TOC_250010]Maksud dan Tujuan
Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 disusun dengan maksud sebagai berikut :
1. Sebagai acuan bagi BPBD Kabupaten Cilacap dalam pencapaian program/kegiatan BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra BPBD Kabupaten Cilacap. Sedangkan tujuan penyusunan Renja BPBD Kabupaten Cilacap
Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Cilacap.
2. Mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi tolak ukur penilaian kinerja.
3. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah.

4. Menciptakan	efisiensi	sumber	daya	dalam	perencanaan pembangunan daerah.
[bookmark: _TOC_250009]1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, Lampiran C5, adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang menjelaskan tentang tahapan dan landasan yang mendasari Penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.
1.2. Landasan Hukum mendasari penyusunan Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
1.3. Maksud dan Tujuan berisikan program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan serta pedoman untuk melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Cilacap pada tahun 2023.
1.4. Sistematika penulisan menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja BPBD Kabupaten Cilacap  Tahun  2023 serta susunan garis besar isi dokumen.
[bookmark: _TOC_250008]BAB II	HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN 2021
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPBD Tahun 2012-2017, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 mengacu pada APBD Tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BPBD Tahun 2017-2022 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun  sebelumnya.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kab. Cilacap, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD, berisikan uraian tentang tingkat kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan serta mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
2.4. Review terhadap RKPD Tahun 2023, yang berisikan perbandingan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses tersebut, penjelasan temuan-temuan setelah proses, serta terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada BPBD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN CILACAP
3.1. Telahaan terhadap kebijakan nasional, berisikan penelahaan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi BPBD;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Cilacap, berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Cilacap yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra BPBD.
3.3. Inovasi BPBD Kabupaten Cilacap, berisikan inovasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Cilacap dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan pada BPBD Kabupaten Cilacap.
3.4. Program dan Kegiatan BPBD Kab. Cilacap, berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KAB. CILACAP
Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V	PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaanya maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPBD Tahun 2017-2022
Evaluasi Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap pada prinsipnya adalah menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja program/kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 dan penyusunan  program/kegiatan  Tahun  2022 dan perkiraan target tahun 2022 beserta dengan analisis permasalahannya.
Adapun tujuan evaluasi pelaksanaan Renja BPBD tahun 2021 dan pencapaian Renstra BPBD adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dan realisasi pencapaian target kinerja dalam melaksanakan program / kegiatan dan hambatan serta permasalahan yang dihadapi.
Berdasarkan dari Elektronik-Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (E-SAKIP) pada tahun 2021 BPBD Kabupaten Cilacap mengelola anggaran sebesar Rp 12.703.078.835 yang dialokasikan untuk 2 (dua) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan, realisasi penggunaan dana untuk membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap. Realisasi keuangan sebesar Rp 12.132.148.836,- atau 95.51 %, sedangkan realisasi fisik berdasarkan presentase sebesar 100%.
Selain evaluasi dalam bentuk penyerapan anggaran dan realisasi fisik berbentuk output pada tahun 2021, maka perlu dicermati kembali hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun 2021 berdasarkan pada outcome setiap program berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel 2.1 berikut ini.


Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD s/d Tahun 2021

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap

	


Kode
	

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	

Indikator Kinerja Program (outcame)/Kegiatan (output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022
	
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021
	
Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun lalu (2021)
	

Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022
	Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022
	


Catatan

	
	
	
	
	
	
Target
	
Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian
	Tingkat Capaian ( % )
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = (7/6)
	9
	10 = (5+7+9)
	11 = (10/4)
	12

	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA
	CAKUPAN TERPENUHINYA ADMINISTRASI PERKANTORAN
	
72 bulan
	
60 bulan
	
12 bulan
	
12 bulan
	
100%
	
12 bulan
	
72 bulan
	
100%
	

	
	
	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	

Pembayaran Gaji PNS
	

72 bulan
	

60 bulan
	

12 bulan
	

12 bulan
	

100%
	

12 bulan
	

72 bulan
	

100%
	

	
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	
Tersedianya Administrasi perkantoran setiap bulan
	
72 bulan
	
60 bulan
	
12 bulan
	
12 bulan
	
100%
	
12 bulan
	
72 bulan
	
100%
	

	
	
	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Pembayaran jasa komunikasi, kebutuhan air bersih, penerangan dan langganan surat kabar pada Kantor BPBD Kabupaten
Cilacap selama 1 tahun.
	

72 bulan
	

60 bulan
	

12 bulan
	

12 bulan
	

100%
	

12 bulan
	

72 bulan
	

100%
	

	
	
	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	
Pembayaran honorarium PNS, honorarium non PNS Kantor BPBD Kabupaten Cilacap
	

72 bulan
	

60 bulan
	

12 bulan
	

12 bulan
	

100%
	

12 bulan
	

72 bulan
	

100%
	

	
	
	
Administrasi Umum Perangkat Daerah
	
terpenuhinya Sarana dan Prasaranasesuai kebutuhan
	
72 bulan
	
60 bulan
	
12 bulan
	
12 bulan
	
100%
	
12 bulan
	
72 bulan
	
100%
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Kode
	

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	

Indikator Kinerja Program (outcame)/Kegiatan (output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022
	
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021
	
Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun lalu (2021)
	

Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022
	Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022
	


Catatan

	
	
	
	
	
	
Target
	
Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian
	Tingkat Capaian ( % )
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = (7/6)
	9
	10 = (5+7+9)
	11 = (10/4)
	12

	
	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan untuk kantor BPBD dan 4 UPT BPBD.
	
72 bulan
	
60 bulan
	
12 bulan
	
12 bulan
	
100%
	
12 bulan
	
72 bulan
	
100%
	

	
	
	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (bahan pakai habis) selama  1 tahun.
	

72 bulan
	

60 bulan
	

12 bulan
	

12 bulan
	

100%
	

12 bulan
	

72 bulan
	

100%
	

	
	
	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Pembayaran biaya makan minum BPBD dan UPT BPBD selama 1 tahun
	
72 bulan
	
60 bulan
	
12 bulan
	
12 bulan
	
100%
	
12 bulan
	
72 bulan
	
100%
	

	
	
	

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	

Pembayaran biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah
	

72 bulan
	

60 bulan
	

12 bulan
	

12 bulan
	

100%
	

12 bulan
	

72 bulan
	

100%
	

	
	
	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	

Tepenuhinya sarana dan prasarana perkantoran
	

72 bulan
	

60 bulan
	

12 bulan
	

12 bulan
	

100%
	

12 bulan
	

72 bulan
	

100%
	

	
	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	
Terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
	
72 bulan
	
60 bulan
	
12 bulan
	
12 bulan
	
100%
	
12 bulan
	
72 bulan
	
100%
	

	
	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	
Biaya pemeliharaan dan perawatan 15 mobil/truk, 1
Forklip, 16 sepeda motor, 4
motor roda 3, 1 kapal, 2 perahu dan 1 backhoe.
	


72 bulan
	


60 bulan
	


12 bulan
	


12 bulan
	


100%
	


12 bulan
	


72 bulan
	


100%
	




	


Kode
	

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	

Indikator Kinerja Program (outcame)/Kegiatan (output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022
	
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021
	
Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun lalu (2021)
	

Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022
	Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022
	


Catatan

	
	
	
	
	
	
Target
	
Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian
	Tingkat Capaian ( % )
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = (7/6)
	9
	10 = (5+7+9)
	11 = (10/4)
	12

	
	
	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana sesuai kebutuhan
	
72 bulan
	
60 bulan
	
12 bulan
	
12 bulan
	
100%
	
12 bulan
	
72 bulan
	
100%
	

	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
	Terpenuhinya perlengkapan Gedung Kantor BPBD
	
10 paket
	
8 paket
	
2 paket
	
2 paket
	
100%
	
2 paket
	
10 paket
	
100%
	

	
	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	
Terpenuhinya perlengkapan Gedung Kantor BPBD
	
5 paket
	
4 paket
	
1 paket
	
1 paket
	
100%
	
1 paket
	
5 paket
	
100%
	

	
	
	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	
Terpenuhinya peralatan gedung kantor BPBD
	
5 paket
	
4 paket
	
1 paket
	
1 paket
	
100%
	
1 paket
	
5 paket
	
100%
	

	
	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Persentase ASN yang telah mengikuti Diklat / Pelatihan
	
100%
	
66%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	

	
	
	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
	
Tersedianya Seragam BPBD Lengkap
	
460 stel
	
270 stel
	
89 stel
	
89 stel
	
100%
	
89 stel
	
100%
	
100%
	

	
	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Pengiriman peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan
	
57 orang
	
40 orang
	
10 orang
	
10 orang
	
100%
	
10 orang
	
57 orang
	
100%
	

	
	
	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	

Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
	


10 dok
	


8 dok
	


2 dok
	


2 dok
	


100%
	


2 dok
	


10 dok
	


100%
	




	


Kode
	

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	

Indikator Kinerja Program (outcame)/Kegiatan (output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022
	
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021
	
Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun lalu (2021)
	

Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022
	Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022
	


Catatan

	
	
	
	
	
	
Target
	
Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian
	Tingkat Capaian ( % )
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = (7/6)
	9
	10 = (5+7+9)
	11 = (10/4)
	12

	
	
	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	
5 dok
	
4 dok
	
1 dok
	
1 dok
	
100%
	
1 dok
	
5 dok
	
100%
	

	
	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terevaluasi dan termonitornya keg dan pelaporan Sakip
	
5 dok
	
4 dok
	
1 dok
	
1 dok
	
100%
	
1 dok
	
5 dok
	
100%
	

	
	
	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGETAHUI PENGETAHUAN TENTANG PENCEGAHAN DAN
KESIAPSIAGAAN BENCANA
	

100%
	

88%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

	
	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase penduduk yang mengetahui pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	
100%
	
88%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	

	
	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per
Jenis Bencana)
	
Sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat didaerah rawan bencana
	

100%
	

88%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

	
	
	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Persentase penduduk yang mengetahui pengetahuan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
	
100%
	
88%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	
100%
	

	
	
	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	
Pelaksaan Replikasi dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana
	
18 desa
	
16 desa
	
2 desa
	
2 desa
	
100%
	
2 desa
	
100%
	
100%
	

	
	
	
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	Penyediaan biaya operasional penanggulangan bencana pada saat pra bencana tanggap darurat dan pasca bencana di kab.
Cilacap
	

72 bulan
	

60 bulan
	

12 bulan
	

12 bulan
	

100%
	

12 bulan
	

72 bulan
	

100%
	




	


Kode
	

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
	

Indikator Kinerja Program (outcame)/Kegiatan (output)
	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022
	
Realisasi target kinerja program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021
	
Target dan Realisasi Kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun lalu (2021)
	

Target program/kegiatan Renja SKPD tahun 2022
	Perkiraan realisasi capaian program/kegiatan Renstra SKPD s/d dengan tahun 2022
	


Catatan

	
	
	
	
	
	
Target
	
Realisasi
	Tingkat Realisasi (%)
	
	Realisasi Capaian
	Tingkat Capaian ( % )
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = (7/6)
	9
	10 = (5+7+9)
	11 = (10/4)
	12

	
	
	Pengendalian   Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana
Kesiapsiagaan	Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
	tersedianya arah evakuasi kebencanaan + Terlaksananya Pengelolaan Pusdalops PB BPBD Kab. Cilacap.
	

550 unit
	

577 unit
	

177 unit
	

177 unit
	

100%
	

100 unit
	

677 unit
	

107%
	

	
	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
	
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam penanganan PB
	

9 Desa
	

8 Desa
	

2 desa
	

2 desa
	

100%
	

1 desa
	

9 desa
	

100 %
	

	
	
	Penyediaan	Peralatan Perlindungan		dan
Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	
Jumlah Peralatan EWS yang di Revitalisasi dan Alat APD
	
40 unit
	
36 unit
	
4 unit
	
4 unit
	
100%
	
4 unit
	
40 unit
	
100%
	

	
	
	
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	tersedianya bahan banjiran berupa Bronjong, karung plastik serta terbangunnya turap/ talud penahan longsor di daerah rawan bencana
	

14 paket
	

29 paket
	

19 paket
	

19 paket
	

100%
	

4 paket
	

33 paket
	

207%
	

	
	
	
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah Pelaksanaan simulasi dalam rangka penanganan PB
	
4 keg
	
2 keg
	
0 keg
	
0 keg
	
0%
	
1 keg
	
3 keg
	
75%
	

	
	
	
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	

100%
	

88%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

100%
	

	
	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	
100%
	
65%
	
100%
	
50%
	
50%
	
100%
	
100%
	
88%
	



Dari hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPBD Kabupaten Cilacap tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan karena anggaran mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid 19 adalah:
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
c. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten / Kota.
2. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil agar target kinerja program/kegiatan dapat tercapai di akhir periode renstra adalah:
a. Kegiatan yang anggarannya mengalami refocusing akibat adanya pandemi Covid-19 agar dianggarkan kembali agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sehingga target indikator tercapai.
b. Jika ada keterbatasan anggaran yang memungkinkan tidak semua kegiatan mengalami refocusing dapat teranggarkan kembali maka penganggaran diprioritaskan pada kegiatan yang lebih urgent dan mendesak.
2.2. [bookmark: _TOC_250007]Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap
BPBD Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja Lembaga Lain Kabupaten Cilacap, BPBD mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya,  pada  tahun 2021 BPBD Kabupaten Cilacap telah melaksanakan kegiatan utama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Dengan berakhirnya Periode RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra tahun 2023-2026 di
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gunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja  tahun 2023 antara lain :
(1). Menetapkan pedoman sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta  rekonstruksi  secara  adil dan merata;
(2). Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan;
(3). Menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan menginformasikan peta rawan bencana;
(4). Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
(5). Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
(6). Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;


Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Cilacap

SKPD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap

	
NO
	
Indikator Kinerja
	
Satuan
	
SPM
	
IKK
	Target Renstra BPBD Kab. Ciacap
	Realisasi Capaian pada Tahun
	Proyeksi
	Cata tan Anali sis

	
	
	
	
	
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	Tahun 2017
	Tahun 2018
	Tahun 2019
	Tahun 2020
	Tahun 2021
	Tahun 2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	
	11
	12
	13
	14
	
	

	1
	% berkurangnya kerugian akibat bencana
	%
	-
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0.5
	0,69
	34,72
	99,7
	84,02
	84.02
	

	2
	% desa tangguh bencana
	%
	-
	-
	7,75
	8,80
	9,85
	10,91
	11,97
	13,02
	8,0
	9,15
	9,85
	9,85
	13,02
	13.80
	

	3
	Tingkat response time bencana alam, non alam dan sosial
	menit
	-
	-
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	15
	

	
4
	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	%
	V
	V
	1,84
	1,87
	1,90
	1,93
	1,96
	1,99
	1,84
	1,87
	1,90
	1,83
	1,96
	1,99
	

	
5
	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	%
	V
	V
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
6
	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana
	%
	V
	V
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
7
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	
8
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi
	%
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
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Pencapaian kinerja BPBD Kab. Cilacap dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Persentase berkurangnya kerugian akibat bencana
Pencapaian kinerja pada program tersebut mengalami kenaikan 84,02 % sangat tinggi dikarenakan pada tahun 2021 mengalami kerugian sebesar Rp. 4.314.655.000,- sedangkan pada tahun 2020 kerugiannya sebesar Rp. 27.017.246.000,-. Sehingga persentasenya mengalami kenaikan yang besar.
2. Persentase Desa Tangguh Bencana
Pencapaian kinerja Persentase Desa Tangguh Bencana yang diperkirakan akan melampaui target akhir renstra dikarenakan pada tahun 2021 capaiannya sudah terpenuhi.
3. Tingkat response time bencana alam, non alam dan sosial
Pencapaian kinerja tingkat respontime bencana alam, non  alam dan sosial mencapai 100% dikarenakan BPBD Kabupaten Cilacap mempunyai 4 UPT di masing-masing distrik dan relawan dimasing masing desa/kelurahan sehingga untuk mencapai ke lokasi  bencana tidak memerlukan waktu yang lama.
4. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pencapaian kinerja Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sudah mencapai 100% dikarenakan semua penduduk yang dilakukan sosialisasi kebencanaan bisa menerima penjelasan dengan baik.
5. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Pencapaian kinerja Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sudah mencapai 100% dikarenakan semua penduduk yang dilakukan sosialisasi kebencanaan bisa menerima penjelasan dengan baik.
6. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan  penyelamatan dan evakuasi bencana
Pencapaian kinerja Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana sudah mencapai 100% dikarenakan semua penduduk yang menjadi korban bencana dilakukan evakuasi oleh BPBD Kabupaten Cilacap dengan  menggunakan  sarana dan prasarana lengkap.
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7. Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
Pencapaian kinerja Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat sudah mencapai 100% dikarenakan semua penduduk yang menjadi korban bencana diberikan bantuan sosial oleh BPBD Kabupaten Cilacap
8. Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pencapaian kinerja Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sudah mencapai 100% dikarenakan semua daerah yang terdampak bencana dilakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi oleh BPBD Kab. Cilacap.

2.3. [bookmark: _TOC_250006]Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD
Beberapa aspek permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana terutama yang merupakan faktor permasalahan antara lain yaitu :
1. Indeks kerawanan bencana Kabupaten Cilacap tahun 2021 yaitu dengan score 112,75 masuk dalam kategori sedang;
2. Belum optimalnya penerapan dan kurangnya Regulasi dalam penanganan bencana.
3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral dalam upaya Penanggulangan Bencana.
4. Belum Optimalnya Pengelolaan database bencana Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan potensi rawan bencana.
5. Belum optimalnya peningkatan kapasitas Penanggulangan  Bencana di tingkat Aparatur, Masyarakat dan Dunia Usaha.
6. Belum tersedianya SDM yang memadai khususnya dalam penyediaan data base penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Damage and Loss Assessment (DaLA).

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Cilacap dapat diidentifikasi beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembentukan jumlah Desa tangguh bencana masih belum ideal dengan banyaknya jumlah desa yang mempunyai risiko tinggi bencana;
2. Belum Optimalnya implementasi Mitigasi Struktural di daerah Rawan Bencana;
3. Belum tersedianya hasil kajian kerusakan, kerugian dan kebutuhan pasca bencana yang sesuai standar;
4. Perlu di Optimalkan Sinergitas Lintas Sektoral dan Lintas Wilayah pada saat bencana dan pasca bencana;
5. Belum Optimalnya managemen pengelolaan logistik pada saat Tanggap Darurat Bencana;
6. 	Masih terbatasnya sarana prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana
7. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Cilacap.

2.4. Review terhadap RKPD 2023
Dalam rangka pelaksanaan tugas fungsinya, BPBD Kabupaten Cilacap membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran sebagian besar bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap dan sisanya dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah.
Pada RKPD Kabupaten Cilacap Tahun  2023,  anggaran  belanja yang dialokasi untuk BPBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 13,336,254,345,-  terdiri dari Rp. 5.399.517.895,- untuk  penyediaan Gaji  dan  Tunjangan  ASN. Sementara itu, kebutuhan  rutin  pelaksanaan di Tahun 2023 untuk BPBD Kabupaten Cilacap sebesar Rp. 2.709.646.050,- dan sebesar Rp. 5,227,090,400,- untuk program Penanggulangan Bencana.
Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program dan kegiatan BPBD Kabupaten Cilacap terhadap RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 tersaji pada tabel 2.3.


Tabel 2.3
Review Terhadap RKPD Tahun 2023

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap

	

Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	RKPD Tahun 2023
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Analisa Kebutuhan

	
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	
Pagu Indikatif (Rp.)
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	

	1
	
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	1
	05
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	13.336.254.345
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	13.336.254.345

	1
	05
	01
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8.109.163.945
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8.109.163.945

	1
	05
	01
	2.01
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	28,435,700
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	28,435,700

	1
	05
	01
	2.01
	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	2 Dokumen
	15,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	100 %
	2 Dokumen
	15.000.000

	1
	05
	01
	2.01
	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan Perangkat Daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	4 dokumen
	13,435,700
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
	Laporan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan SAKIP
	100 %
	4 dokumen
	13,435,700

	1
	05
	01
	2.02
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.399.517.895
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.399.517.895

	1
	05
	01
	2.02
	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	42 Orang
	5.399.517.895
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
	100 %
	42 Orang
	5.399.517.895

	1
	05
	01
	2.06
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	700.384.800
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	700.384.800

	1
	05
	01
	2.06
	2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100%
	12 Paket
	124,550,000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.
	100 %
	12 bulan
	124,550,000



 (
- 
23
 
-
) (
Renja
 
BPBD
 
Kabupaten
 
Cilacap
 
Tahun
 
2023
)

	

Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	RKPD Tahun 2023
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Analisa Kebutuhan

	
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	
Pagu Indikatif (Rp.)
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	

	1
	05
	01
	2.06
	4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 Paket
	174,829,800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
	100 %
	12 Paket
	174,829,800

	1
	05
	01
	2.06
	5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 Paket
	60,000,000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan.
	100 %
	12 Paket
	60,000,000

	1
	05
	01
	2.06
	9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	150 Laporan
	341,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
	100 %
	150 Laporan
	341,000,000

	1
	05
	01
	2.08
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1,463,893,900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1,463,893,900

	1
	05
	01
	2.08
	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik kantor BPBD dan UPT BPBD Kab. Cilacap
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 bulan
	199,999,500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik kantor BPBD dan UPT BPBD Kab. Cilacap
	100 %
	12 bulan
	199,999,500

	1
	05
	01
	2.08
	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 laporan
	1,263,894,400
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
	100 %
	12 Laporan
	1,263,894,400

	1
	05
	01
	2.09
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	516,931,650
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	516,931,650

	1
	05
	01
	2.09
	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	47 Unit
	333,196,650
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	100 %
	47 Unit
	333,196,650

	1
	05
	01
	2.09
	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara .
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	85 Unit
	134,990,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara .
	100 %
	85 Unit
	134,990,000

	1
	05
	01
	2.09
	9
	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan
	terpenuhinya layanan umum
dan kepegawaian perangkat
	Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan,
	100 %
	5 Unit
	48,745,000
	Pemeliharaan/Rehabi litasi Gedung Kantor dan Bangunan
	terpenuhinya layanan umum
dan kepegawaian perangkat
	Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
	100 %
	5 Unit
	48,745,000




	

Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	RKPD Tahun 2023
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Analisa Kebutuhan

	
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	
Pagu Indikatif (Rp.)
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	

	
	
	
	
	
	Bangunan Lainnya
	daerah
	Dipelihara/Direhabi litasi.
	Tambakreja
	
	
	
	Lainnya
	daerah
	Dipelihara/Direhab ilitasi.
	
	
	

	1
	05
	03
	
	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	5,227,090,400
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	5,227,090,400

	1
	05
	03
	2.01
	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	75,000,000
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	75,000,000

	1
	05
	03
	2.01
	02
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis  Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	375 Orang
	75,000,000
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis  Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya.
	100%
	375 Orang
	75,000,000

	1
	05
	03
	2.02
	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1,083,314,400
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1,083,314,400

	1
	05
	03
	2.02
	2
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	660 Orang
	346,934,600
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.
	100 %
	660 Orang
	346,934,600

	1
	05
	03
	2.02
	3
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	1 Dokumen
	148,496,600
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
	100 %
	1Dokumen
	148,496,600




	

Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	RKPD Tahun 2023
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Analisa Kebutuhan

	
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	
Pagu Indikatif (Rp.)
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	

	1
	05
	03
	2.02
	4
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan Bencana.
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	50 Box
	454,696,000
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan Bencana.
	100%
	50 Box
	454,696,000

	
	
	
	
	
	
	
	Jumlah Peralatan EWS yang di Revitalisasi
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan
	100%
	2 Unit
	
	
	
	Jumlah Peralatan EWS yang di Revitalisasi
	100%
	2 Unit
	

	1
	05
	03
	2.02
	8
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	30 Orang
	114,412,200
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya
	100 %
	30 Orang
	114,412,200

	1
	05
	03
	2.02
	10
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	90 Orang
	18,775,000
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan
	100 %
	90 Orang
	18,775,000

	1
	05
	03
	2.03
	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	604,312,400
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	604,312,400

	1
	05
	03
	2.03
	4
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi bencana
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	83295 Orang
	604,312,400
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat
	Jumlah Air Bersih yang di distribusikan bagi korban bencana alam
	100 %
	1015 Tanki
	604,312,400

	1
	05
	03
	2.04
	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	3,464,463,600
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	3,464,463,600

	1
	05
	03
	2.04
	4
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia.
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	12 Dokumen
	286,111,300
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia.
	100 %
	12 Dokumen
	286,111,300

	1
	05
	03
	2.04
	7
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	Persentase cakupan daerah bencana yang
	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan,
	100 %
	2 Dokumen
	3,178,352,300
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	Persentase Penduduk yang memiliki
	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana
	100 %
	2 Dokumen
	3,178,352,300




	

Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	RKPD Tahun 2023
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Analisa Kebutuhan

	
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	
Pagu Indikatif (Rp.)
	
	
Capaian Program
	
Keluaran Sub Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
	
	
	
	Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	

	
	
	
	
	
	
	ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana  (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
	Semua Kelurahan
	
	
	
	
	pengetahuan tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
	Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana  (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P).
	
	
	

	TOTAL
	13,336,254,345
	
	
	
	
	
	13,336,254,345



2.5. [bookmark: _TOC_250005]Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.
BPBD Kabupaten Cilacap akan menambah program  dan  kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok - pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi BPBD untuk membuat usulan program / kegiatan.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023


	
No
	
Program / Kegiatan
	
Lokasi
	Indikator Kinerja
	Besaran
/ Volume
	
Anggaran (Rp)
	
Catatan

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	

1
	Pembangunan Turap Penahan Longsor jalan relokasi korban tanah longsor Desa Padangjaya Kec.
Majenang
	
Desa Padangjaya Kec.
Majenang
	
	

1 paket
	

150.000.000
	

Pokir DPRD

	
2
	Pembangunan Turap Penahan Tanah
Longsor Di Desa Karang Kemiri
	Desa Karang Kemiri Kec. Jeruklegi
	
	
1 paket
	
200.000.000
	
Pokir DPRD

	

3
	Pembangunan Turap relokasi korban tanah longsor di Desa Cibeunying Kec.
Majenang
	Desa Cibeunying Kec.
Majenang
	
	

1 paket
	

200.000.000
	

Pokir DPRD

	

4
	Pembangunan Talud Penahan Dusun Babakan Desa Babakan
	Desa Babakan Kec.
Karangpucun g
	
	

1 paket
	

200.000.000
	

Pokir DPRD

	

5
	Pembangunan Talud Penahan Longsor Dusun Cipicung Desa Bengbulang Kec.
Karangpucung
	Desa Bengbulang Kec.
Karangpucun g
	
	

1 paket
	

100.000.000
	

Pokir DPRD

	
6
	Pembangunan Talud Dusun Simedang RW 003 Desa Pekuncen
Kecamatan Kroya
	Desa Pekuncen Kec. Kroya
	
	
1 Paket
	
200.000.000
	
Pokir DPRD

	
7
	Pembangunan Turap Jalan Durian Rt 01 RW 01Desa Cilopadang
Kecamatan Majenang
	Desa Cilopadang Kec.
Majenang
	
	
1 Paket
	
162.500.000
	
Pokir DPRD

	TOTAL
	1.212.500.000
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BPBD KABUPATEN CILACAP

3.1. [bookmark: _TOC_250004]Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 disebutkan bahwa tugas pokok Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :
1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- undangan;
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki fungsi :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat  serta efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
Selain tugas pokok dan fungsi diatas, dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana baik pada tahapan Pra Bencana, Tanggap Darurat maupun Pasca Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjalankan pula fungsi - fungsi sebagai berikut :

1. Koordinasi penanggulangan bencana;
2. Komando penanggulangan bencana pada saat Tanggap Darurat; dan
3. Pelaksana penanggulangan bencana.
Ketiga fungsi tersebut dijabarkan kedalam kegiatan strategis dalam penanggulangan bencana. Koordinasi penanggulangan bencana dilaksanakan bersama lembaga Pemerintah baik di pusat maupun di daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.
Dalam kondisi tanggap darurat, BNPB menjalankan fungsi Komando dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik baik dari BNPB sendiri maupun Instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Fungsi yang terakhir adalah peran Pelaksana, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan nasional, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BPBD Kabupaten Cilacap sebagai lembaga teknis yang bertugas membantu Bupati Kabupaten Cilacap dalam hal merumuskan kebijakan penanganan kebencanaan yang terjadi dan agar dapat berjalan secara sinergi dan selaras dengan kebijakan nasional. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam mensinergikan kebijakan penanganan bencana di Kabupaten Cilacap dengan kebijakan nasional antara lain :
(1). Dukungan	dan	komitmen	dari   stakeholder	pembangunan	baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha;
(2). Dukungan dan arahan yang jelas tentang kebijakan pemerintah pusat di daerah;
(3). Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Cilacap dari masing-masing komponen pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antara lain :
(1). Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
(2). Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di  tingkat  basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku “jalan pintas” (shortcutting);
(3). Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD; (4). Masih rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses
penanganan bencana;
(5). Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap).

3.2. [bookmark: _TOC_250003]Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kab. Cilacap
Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 tidak lepas dari RPD Tahun 2023-2026 dan dijabarkan pelaksanaannya dalam Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cilacap Tahun  2023-2026  sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD yang dalam pelaksanaannya adalah spesifik penanganagan kebencanaan yang didasari jiwa kemanusiaan dalam penanganangan korban bencana dan penanganan kebencanaan dalam waktu 24 jam 7 hari kerja tanpa mengenal libur dengan prinsip kerja bahwa Disiplin adalah Tekadku.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran dari RPD Tahun 2023-2026, maka sasaran Rancangan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
b. Meningkatnya Desa Tangguh Bencana.

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Kabupaten Cilacap

	
No
	
Tujuan
	Indikator Tujuan
	
Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Meningkatkan Pengelolaan Bencana
	Respontime Penanganan Bencana
	
	
	15

	
	
	
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana di
setiap desa/keluraha
	Persentase desa/keluraha n tangguh bencana
	15,14 %



	No
	Tujuan
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Target Kinerja Tujuan/Sasaran

	
	
	
	n
	
	

	2
	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
	Nilai AKIP
	
	
	74

	
	
	
	Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
	Nilai SKM
	86,90





3.3. [bookmark: _TOC_250002]Inovasi BPBD Kabupaten Cilacap
Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten yang terluas di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 225.360,840 Ha (termasuk Pulau Nusakambangan), yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas di sebelah Timur, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Kuningan (Provinsi Jawa Barat) di sebelah Barat, Kabupaten Brebes di sebelah Utara dan Samudera Hindia di sebelah Selatan, di mana secara geografis pada posisi lintang letaknya berada di antara 108o4’30” – 109o30’30” BT dan 7o30’ – 7o45’20” LS. Secara umum kondisi topografi Kabupaten Cilacap memiliki karakteristik wilayah yang bervariasi antara lain meliputi kawasan pegunungan di bagian barat dengan  ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (dpl). Selanjutnya ke arah Tenggara terbagi menjadi dua kawasan bentang alam, di bagian Utara berupa pegunungan dan bagian Selatan berupa dataran miring landai ke  arah  barat  daya  – Selatan, berelevansi sangat rendah dan berbatasan dengan pantai Segara Anakan. Bagian paling Timur berupa dataran dan di bagian selatan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia.
Pulau Nusakambangan memanjang dari Barat ke Timur, membatasi Segara Anakan dan Samudera Hindia, pulau tersebut memiliki bentang alam pegunungan namun tidak begitu tinggi (kurang dari 100 meter dpl).
Dengan kondisi geografis sebagaimana tergambar di atas secara umum wilayah Kabupaten Cilacap merupakan daerah dengan potensi bencana yang sangat beragam di mana hampir semua jenis bencana terdapat di Kabupaten Cilacap.
Sehubungan dengan hal tersebut, muncul gagasan  yang  di  beri judul “Sistem Informasi Potensi Ancaman Bencana berbasis Web” yaitu aplikasi berbentuk web yang memberikan informasi potensi –

potensi kebencanaan apa saja yang berada di Kabupaten Cilacap hingga ke Desa – Desa. Informasi ini yang harus diberikan kepada warga masyarakat Kabupaten Cilacap dikarenakan Kabupaten Cilacap merupakan daerah rawan bencana. Sehingga dengan adanya aplikasi ini Masyarakat bisa mengetahui apa saja potensi ancaman bencana yang berada di daerah mereka.

Manfaat dan arti penting yang diperoleh dari inovasi ini adalah :
· Bagi Internal Unit Kerja BPBD Kabupaten Cilacap
1. Meningkatkan pembangunan kultur birokrasi melalui pengembangan sistem informasi, budaya kerjasama tim, dan juga perubahan perilaku sebagai perwujudan reformasi birokrasi yaitu transparansi dan responbility;
2. Meningkatkan upaya pelayanan digital kepada multi pihak dengan menyediakan data yang bisa digunakan kapan saja  dan  dimana saja melalui data potensi ancaman bencana.
3. Membiasakan paper less dalam diseminasi informasi digital.
4. Dapat memberikan informasi secara langsung melalui  website yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
5. Efisiensi waktu dan mobilitas di era pandemi saat ini dalam mensosialisasikan potensi ancaman bencana kepada masyarakat.
6. Memaksimalkan pentahelik dalam penanggulangan bencana karena siapapun dapat menjadi edukator melalui webite tersebut karena informasi yang disajikan berupa daerah potensi ancaman bencana.
· Bagi Stakeholders Pemerintah Kabupaten Cilacap
1. Bagi pemerintah hasil aksi perubahan ini akan membantu mensukseskan upaya pemerintah dalam menyiapkan masyarakat tanggap bencana.
2. Bagi Dunia Usaha (Swasta) dapat menjadi referensi dalam bidang usaha bahwa pemerintah sangat mendukung pembangunan berbasis ancaman bencana.
3. Bagi Masyarakat (civil society) BPBD akan menjadi sumber informasi masyarakat dalam menyiapkan datangnya bencana.
4. Bagi Akademisi (kampus/ sekolah/ pesentren/ lembaga pendidikan dan pelatihan lain), BPBD dapat menjadi tempat

penelitian	dan	kajian	dalam	upaya	upaya	pencegahan	dan kesiapsiagaan bencana.
5. Bagi Media, BPBD dapat menjadi sarana edukasi yang nyata bagi masyarakat.

3.4. Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Cilacap
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagaimana secara garis besar rumusan program
/ kegiatan Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
(1). Program/kegiatan pada Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan   fungsi   SKPD   dalam   kerangka	perumusan penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap serta penyusunan perencanaan anggaran (budgeting) PB.
(2). Jumlah  program yang akan dilaksanakan pada tahun  2023 adalah sebanyak 2 (dua) Program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Daerah	Kabupaten/Kota	dan	Program Penanggulangan Bencana;
(3). Jumlah Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 adalah sebanyak 9 Kegiatan dengan 21 Sub Kegiatan;
(4). Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 secara total sebesar Rp 13.336.254.345,- (tiga belas milyard tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus lima puluh empat  ribu tiga ratus empat puluh lima) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Cilacap.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BPBD KAB. CILACAP

4.1. [bookmark: _TOC_250001]Program dan Kegiatan
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program / kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :
(1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
(2). Ketersediaan data  dan  infomasi  kebutuhan  penyusunan rumusan kebijakan dalam penanganan kebencanaan;
(3). Keserasian	dan	keterpaduan	pembangunan	baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta infrastruktur dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPD 2023 - 2026 utamanya dalam penanganan kebencanaan, baik pada saat Pra, Tanggap Darurat, dan Pasca Bencana;
(4). Penerapan  anggaran  kinerja   dalam   rangka   peningkatan efisien	dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan Penanggulangan Bencana;
(5). Ketersediaan	pranata	dalam	perencanaan pengembangan kawasan/wilayah berbasis mitigasi bencana;
(6). Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan dalam PB.

Program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang disertai dengan indikator  kegiatan  serta sumber pendanaan adalah Tabel 4.1 sebagaimana terlampir:


Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Kabupaten Cilacap

SKPD: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap

	


Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	

Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	

Capaian Program
	

Keluaran Sub Kegiatan
	

Hasil Kegiatan
	
Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	

Pagu Indikatif (Rp.)
	

Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/

	
	
	
	
	
	
	
Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
Hasil Kegiatan
	
	
	
	
Tolok Ukur
	
Target
	
Pagu Indikatif (Rp.)

	1
	
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

	1
	05
	
	
	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	13,336,254,345
	
	13,575,676,991

	1
	05
	01
	
	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	8,109,163,945
	
	8,783,966,664

	1
	05
	01
	2.01
	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	28.435.700
	
	40.000.000

	1
	05
	01
	2.01
	1
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Mendukung persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	2 Dokumen
	50 %
	15.000.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	100 %
	20.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Penyusunan Renja Perangkat
Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	15.000.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.01
	7
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Mendukung persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	4 dokumen
	50 %
	13.435.700
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	100 %
	20.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Evaluasi, Monitoring Kegiatan dan
Pelaporan SAKIP
	
	
	
	
	
	
	
	13.435700
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.02
	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	5.399.517.895
	
	5,639,992,264

	1
	05
	01
	2.02
	1
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100%
	42 orang/ bulan
	100 %
	5.399.517.895
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat
daerah
	100%
	5,639,992,264

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	
	
	
	
	
	
	
	5.399.517.895
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.06
	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	700,384,800
	
	1.015.000.000

	1
	05
	01
	2.06
	2
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Mendukung persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 paket
	25 %
	124,555,000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	145.000.000
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Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	

Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	

Capaian Program
	

Keluaran Sub Kegiatan
	

Hasil Kegiatan
	
Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	

Pagu Indikatif (Rp.)
	

Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/

	
	
	
	
	
	
	
Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
Hasil Kegiatan
	
	
	
	
Tolok Ukur
	
Target
	
Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
	
	
	
	
	
	
	
	124,555,000
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.06
	4
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan
kepegawaian perangkat daerah
	Tersedianya Bahan Logistik Kantor
	Mendukung persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 paket
	25 %
	174,829,800
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan
kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	150.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan makanan dan minuman.
	
	
	
	
	
	
	
	174,829,800
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.06
	5
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan
kepegawaian perangkat daerah
	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
	Mendukung persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 paket
	25 %
	60.000.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan
kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	70.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	
	
	
	
	
	
	
	60.000.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.06
	9
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian
perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
	Mendukung persentase terpenuhinya layanan umum, kepegawaian dan keuangan
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	150 Laporan
	25 %
	341.000.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian
perangkat daerah
	100 %
	650.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Perjalanan Dinas Dalam Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	296.550.400
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah
	
	
	
	
	
	
	
	44.449.600
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.08
	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	1,463,893,900
	
	1.468.974.400

	1
	05
	01
	2.08
	2
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 Laporan
	50 %
	199.999.500
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	200.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	
	
	
	
	
	
	
	199.999.500
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.08
	4
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan
	Mendukung Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	12 Laporan
	50 %
	1,263,894,400
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	1.268.974.400




	


Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	

Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	

Capaian Program
	

Keluaran Sub Kegiatan
	

Hasil Kegiatan
	
Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	

Pagu Indikatif (Rp.)
	

Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/

	
	
	
	
	
	
	
Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
Hasil Kegiatan
	
	
	
	
Tolok Ukur
	
Target
	
Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan jasa administrasi keuangan.
	
	
	
	
	
	
	
	1,263,894,400
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	2.09
	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	516,931,650
	
	620.000.000

	1
	05
	01
	02:09
	1
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	47 Unit
	34 %
	333,196,650
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	400.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
	
	
	
	
	
	
	
	333,196,650
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	02:09
	6
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	84 unit
	33 %
	134.990.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	150.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
	
	
	
	
	
	
	
	134.990.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	01
	02:09
	9
	Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha
bilitasi
	Mendukung Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah
	Kab. Cilacap, Cilacap Selatan, Tambakreja
	100 %
	5 Unit
	33 %
	48.754.000
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	
	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah
	100 %
	70.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor
	
	
	
	
	
	
	
	48.754.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	
	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
	5,227,090,400
	
	4.791.710.327

	1
	05
	03
	02.01
	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
	75.000.000
	
	100.000.000

	1
	05
	03
	02.01
	2
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota
(Per Jenis
	Mendukung Persentase warga Negara yang mendapatkan layanan informasi rawan bencana
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	375 Orang
	50 %
	75.000.000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
	100%
	720.000.000




	


Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	

Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	

Capaian Program
	

Keluaran Sub Kegiatan
	

Hasil Kegiatan
	
Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	

Pagu Indikatif (Rp.)
	

Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/

	
	
	
	
	
	
	
Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
Hasil Kegiatan
	
	
	
	
Tolok Ukur
	
Target
	
Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	
	
	Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Bencana Alam
	
	
	
	
	
	
	
	75.000.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	02.02
	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	1,083,314,400
	
	1.325.000.000

	1
	05
	03
	02.02
	2
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan
Pencegahan dan Mitigasi Bencana
	Mendukung Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	660 Orang
	100 %
	346,934,600
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	100%
	350.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Desa Tangguh
Bencana
	
	
	
	
	
	
	
	346,934,600
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	02.02
	3
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota
	Mendukung Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	1 Dokumen
	100 %
	148,496,600
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	100%
	200.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Rambu-Rambu Evakuasi
	
	
	
	
	
	
	
	148,496,600
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	02.02
	4
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan
dan kesiapsiagaan terhadap bencana
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara,
Keluarga, maupun Petugas
	Mendukung Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	2 Dokumen
	100%
	454,696,000
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap bencana
	100%
	640.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Alat Pelindung
Diri (APD)
	
	
	
	
	
	
	
	80.696.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Early Warning System (EWS)
	
	
	
	
	
	
	
	374.000.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	02.02
	8
	Pengembangan Kapasitas Tim
Reaksi Cepat (TRC) Bencana
	Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan pencegahan
	Jumlah Personil TRC yang
Dikembangkan Kapasitas Teknis
	Mendukung Persentase warga Negara yang
memperoleh layanan pencegahan dan
	Kab. Cilacap, Semua
Kecamatan, Semua
	100%
	30 Orang
	100%
	114,412,200
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Jumlah Warga Negara yang
memperoleh layanan pencegahan dan
	100%
	115.000.000




	


Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	

Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	

Capaian Program
	

Keluaran Sub Kegiatan
	

Hasil Kegiatan
	
Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	

Pagu Indikatif (Rp.)
	

Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/

	
	
	
	
	
	
	
Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
Hasil Kegiatan
	
	
	
	
Tolok Ukur
	
Target
	
Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	Kabupaten/Kota
	dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
	dan
Manajerialnya
	kesiapsiagaan terhadap
bencana
	Kelurahan
	
	
	
	
	
	
	kesiapsiagaan
terhadap bencana
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Operasi Antisipasi Penanggulangan
Bencana
	
	
	
	
	
	
	
	114.412.200
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	02.02
	10
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
	Jumlah Peserta Simulasi Dalam Rangka Penanganan Bencana
	Mendukung Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100%
	90 Orang
	100%
	18.775.000
	
	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana
	100%
	20.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Bimtek Penanggulangan Bencana
	
	
	
	
	
	
	
	18.775.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	02.03
	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
	604.312.400
	
	700.000.000

	1
	05
	03
	02.03
	4
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan
evakuasi korban bencana
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan
dan Evakuasi Korban Bencana
	Mendukung Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Bencan
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	83.295
Orang
	100 %
	604.312.500
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
	100%
	700.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan Air Bersih Bagi Korban Bencana
Alam
	
	
	
	
	
	
	
	112.521.200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Penyediaan Logistik dalam keadaan darurat
	
	
	
	
	
	
	
	29.086.200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pengadaan Logistik Non Permakanan
	
	
	
	
	
	
	
	181.585.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari
ancaman/ korban bencana alam
	
	
	
	
	
	
	
	281.120.000
	
	
	
	
	

	1
	05
	03
	02.04
	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
	3,464,463,600
	
	2.666.710.327

	1
	05
	03
	02.04
	4
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi
dan rekonstruksi
	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia
	Mendukung Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan
rekonstruksi
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua
Kelurahan
	100 %
	1 Dokumen
	100 %
	286,111,300
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan
rekonstruksi
	100%
	400.000.000

	
	
	
	
	
	[#] Pengelolaan Pusdalops Penanggulangan
Bencana
	
	
	
	
	
	
	
	286,111,300
	
	
	
	
	




	


Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	

Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	

Capaian Program
	

Keluaran Sub Kegiatan
	

Hasil Kegiatan
	
Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	

Pagu Indikatif (Rp.)
	

Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/

	
	
	
	
	
	
	
Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
Hasil Kegiatan
	
	
	
	
Tolok Ukur
	
Target
	
Pagu Indikatif (Rp.)

	1
	05
	03
	02.04
	6
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana  (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana (R3P)
	Mendukung Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	Kab. Cilacap, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	100 %
	2 Dokumen
	100%
	3,178,352,300
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
	
	Persentase cakupan daerah bencana yang ditangani melalui rehabilitasi dan rekonstruksi
	100 %
	2.266.710.327

	
	
	
	
	
	[#] Pengadaan Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi Korban Bencana Alam
	
	
	
	
	
	
	
	563.072.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pengadaan Bronjong Pabrikasi
	
	
	
	
	
	
	
	614.592.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pengadaan Bronjong Sabut Kelapa
	
	
	
	
	
	
	
	99.900.000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pengadaan Karung Plastik
	
	
	
	
	
	
	
	194.317.500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Talud Dusun Simedang RW 003 Desa Pekuncen
Kecamatan Kroya
	
	
	
	
	
	
	
	199.741.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Talud Penahan Tanah Longsor Dusun Babakan Desa Babakan Kecamatan
Karangpucung
	
	
	
	
	
	
	
	199.741.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Talud Penahan Tanah Longsor Dusun Cipicung Desa Bengbulang
K
	
	
	
	
	
	
	
	99.737.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Turap Jalan dan Pemukiman Desa Tayem Kecamatan Karangpucung
	
	
	
	
	
	
	
	196.046.700
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan
Turap Jalan Durian RT 01 RW
	
	
	
	
	
	
	
	162.503.700
	
	
	
	
	




	


Kode
	
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
	Indikator Kinerja
	Rencana Tahun 2023
	

Catatan Penting
	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024

	
	
	

Capaian Program
	

Keluaran Sub Kegiatan
	

Hasil Kegiatan
	
Lokasi Output Kegiatan
	Target Capaian Kinerja
	

Pagu Indikatif (Rp.)
	

Sumber Dana
	
	Target Capaian Kinerja
	Kebutuhan Dana/

	
	
	
	
	
	
	
Program
	Keluaran Sub Kegiatan
	
Hasil Kegiatan
	
	
	
	
Tolok Ukur
	
Target
	
Pagu Indikatif (Rp.)

	
	
	
	
	
	01 Desa Cilopadang Kecamatan
Majenang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Turap Penahan Tanah Longsor di Desa Karangkemiri Kecamatan
Jeruklegi
	
	
	
	
	
	
	
	199.741.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Turap Penahan Tanah Longsor Jalan Relokasi Korban Tanah Longsor Desa Padangjaya
Kecamatan Majenang
	
	
	
	
	
	
	
	149.739.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Turap Penahan Tebing Desa Bantar Kecamatan
Wanareja
	
	
	
	
	
	
	
	99.737.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Turap Penahan Tebing Dusun Blisuk Desa Gunungtelu Kecamatan
Karangpucung
	
	
	
	
	
	
	
	199.741.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	[#] Pembangunan Turap Relokasi Korban Tanah Longsor di Desa Cibeunying Kecamatan
Majenang
	
	
	
	
	
	
	
	199.741.300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	13,336,254,345
	
	
	
	
	13,575,676,991



[bookmark: _TOC_250000]BAB V PENUTUP
Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2023. Renja ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2023 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Cilacap dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut juga untuk mendukung pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi BPBD Kabupaten Cilacap.
Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja tahun 2023 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, serta diarahkan untuk pencapaian target program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, maka pelaksanaan program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.
Agar tujuan dan sasaran Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dapat tercapai, ada beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti, yaitu:
1. Peningkatan akuntabilitas pelayanan BPBD melalui peningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, dan meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
2. Meningkatkan kesiapsiagaan penanganan bencana melalui peningkatan kualitas kebijakan penanganan bencana sesuai dengan peraturan, peningkatan desa tangguh bencana, sekolah bencana, peningkatan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi daerah rawan bencana;
3. Meningkatkan evakuasi korban bencana pada saat tanggap darurat melalui peningkatan penanganan korban bencana, peningkatan kualitas
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[image: ]sarana dan prsarana penanganan korban bencana;
4. Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Melalui Pencatatan/Identifikasi Kerugian dan Kerusakan, Penyusunan Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait;
5. Meningkatkan tingkat Respontime melalui peningkatan  kapasitas  SDM dan penyediaan Sarpras.
Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023,  selain  menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Cilacap. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD Kabupaten Cilacap sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.




	Cilacap,	Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CILACAP



Drs. WIJONARDI, M.M.
Pembina Utama Muda NIP. 19630415 198503 1 022

	
BUPATI CILACAP,




TATTO SUWARTO PAMUJI
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BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

. Pasal 2
Renja Perangkat Daecrah Kabupaten Cilacap Tahun 2023

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-
2026 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja

ggggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun

Renja Perangkat Daerah seba
terdiri dari :

Renja Sekretariat Daerah;

Renja Sekretariat DPRD;

Renja Inspektorat;

Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
Renja Dinas Kesehatan;

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

9. Renja Dinas Sosial;

10. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Renja Dinas Perhubungan;

12. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

13. Renja Dinas Lingkungan Hidup;

14. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

15.Renja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

16. Renja Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;

17. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

18. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;

19.Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah;

20. Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;

21. Renja Dinas Pertanian;

22. Renja Dinas Pangan dan Perkebunan;

23. Renja Dinas Perikanan;

24, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;

25. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah;

26.Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Daerah;

27.Renja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah;

28. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

29, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

30. Renja Kecamatan Adipala;

31. Renja Kecamatan Bantarsari;

32. Renja Kecamatan Binangun;

gaimana dimaksud pada ayat (1)

bl Ll Lo o
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33. Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renja Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renja Kecamatan Cimanggu;

37. Renja Kecamatan Cipari;

38. Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renja Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renja Kecamatan Jeruklegi;

41. Renja Kecamatan Kampunglaut;
42. Renja Kecamatan Karangpucung;
43. Renja Kecamatan Kawunganten;
44. Renja Kecamatan Kedungreja;

435. Renja Kecamatan Kesugihan;

46. Renja Kecamatan Kroya;

47. Renja Kecamatan Majenang;

48. Renja Kecamatan Maos;

49. Renja Kecamatan Nusawungu;
50. Renja Kecamatan Patimuan;
51.Renja Kecamatan Sampang;

52. Renja Kecamatan Sidareja;

53. Renja Kecamatan Wanareja.

BAB III
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
(1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH

BABV PENUTUP

(2) Renja Kerja Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja

Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,

I1, 111, Iv, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII,

XVII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,

XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,

XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XL, XLIV,

XLV, XLV1, XLVII, XLVIlI, XLIX, L, LI, LII, dan LIIl, Peraturan

Bupati ini,
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Cilacap.

Diundangkan di Cilacag .
pada tanggal 1 AUG 2022

e

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR L7.2
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KATA PENGANTAR
I

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Cilacap Nomor 64
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023,
maka pada tiap SKPD agar menetapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja)
SKPD menjadi Rencana Kerja SKPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
setelah ditetapkan RKPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Cilacap telah menyusun Renja SKPD tahun 2023 sebagai landasan operasional
pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi organisasi secara konsisten
untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten
Cilacap dilakukan secara partisipatif oleh seluruh aparat baik struktural
maupun non struktural, yaitu Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Sekretariat
BPBD, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, para Jabatan Fungsional dan
Pelaksana Tugas (Staf). Penyusunan dokumen perencanaan tersebut mengacu
pada Rencana Strategis BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2026 dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, diharapkan akan dapat
digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparat BPBD Kabupaten
Cilacap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang pada
gilirannya akan dapat meningkatkan kinerja instansional dan bermanfaat bagi
masyarakat di Kabupaten Cilacap.

Kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi
tingginya kepada seluruh aparat BPBD Kabup&fen Cilacap yang telah bekerja

keras dan memberikan kontribusi positif dalaﬁi penyusunan Rencana Kerja

BPBD Tahun 2023.
|
Semoga Allah memberikan rahmatnya k‘épada kita sekalian, Aamiin.

Cilacap,;*  Agustus 2022
KEPALA PELAKSANA
ULANGAN BENCANA DAERAH
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Sarana dan prsarana penanganan korban bencana;
4. Meningkatkan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Melalui Pencatatan/Identifikasi Kerugian dan Kerusakan, Penyusunan

Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur dan Berkoordinasi dengan

Perangkat Daerah Terkait;
S. Meningkatkan tingkat Respontime melalui peningkatan kapasitas SDM

dan penyediaan Sarpras.
Rencana Kerja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023, selain menjadi

acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana
peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Cilacap. Renja juga memberikan umpan

balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan

rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BPBD

Kabupaten Cilacap sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang

lebih baik di masa yang akan datang.

Cilacap, Agustus 2022

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
B N CILACAP

" _43. | Renja BPBD Kabupaten Cilacap Tahun 2023
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BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAY BUPATI CILACAP
NOMOR /7 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
pembangunan di Kabupaten Cilacap sesuai Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023,
maka perlu adanya dokumen perencanaan tahunan
perangkat daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2023 sebagai dokumen yang
memuat penjabaran operasional terhadap arah kebijakan
Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, yang berisi
komitmen  Perangkat Daerah untuk melaksanakan
pembangunan daerah yang berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
menyebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RKPD
ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa
BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan
Perkada dan penetapan Renja Perangkat Daerah dimaksud
paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD
ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023;
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

S. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lcmbamn_
Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

(553,2 :;I;ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

13.Peraturan  Presiden Nomor 59 Tahun 2017
Pelaksanaan Pencapaian

Berkelanjutan (Lembaran Negara
2017 Nomor 136);

14.Peraturan Presiden Nomor 18

tentang
Tujuan Pembangunan
Republik Indonesia Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor

9);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor S,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
110);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008
Nomor 31);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daersh
Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180});

19.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014
tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 111);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat D:acrah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023.
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11.
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14.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Dacrah adalah Kabupaten Cilacap,
Pemerintah  Daerah  adalah Bupati  sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daecrah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
dacrah otonom.

Bupati adalah Bupati Cilacap.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyclenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
sclanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap
untuk periode tahun 2005-2025.

Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Cilacap untuk periode 4 (empat) tahun yaitu 2023-2026.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjumya
disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 {(empat) tahun
yaitu 2023-2026.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingiat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencansan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
Kegiatan Perangkat Daerah adalah scrangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (outpuf) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam
pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Keluaran (outpuf) adalah suatu produk akhir berupa barang
atsu  jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat tcrwujud' ]

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu |
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari
beberapa kegiatan dan subkegiatan dalam satu program.





